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Dokumen  

Dokumen Desa Wisata Alamendah  

Keputusan Bupati Bandung Nomor 556.42/Kop/72-Dispopar/2011 Tentang 

Penetapan Desa Wisata di Wilayah Kabupaten Bandung 

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung No. 4 Tahun 2019 Tentang 

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Derah Tahun 2018-2025. 

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung No. 47 Tahun 2010 Tentang 

Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Bandung 

Peraturan Derah (PERDA) Kabupaten Bandung. No. 07 Tahun 2020 tentang 

program pengembangan Desa Wisata.  

UU No. 10 Tahun 2009 Pasal 11 Tentang kepariwisataan yang menyatakan bahwa 

Pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan 

menyelenggarakan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan 

kepariwisataan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan, kebijakasanaan 

yang digariskan adalah bahwa yang dapat dijadikan objek dan daya tarik 

wisata berupa keadaan alam, flora, dan fauna hasil karya manusia, serta 

peninggalan sejarah dan budaya yang merupakan model bagi perkembangan 

dan peningkatan kepariwisataan di Indonesia. 

  


